MENTER] KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 424 /KMK.01/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
125/KMK.01/2020 TENTANG IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS PROGRAM
REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Menimbang

KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

36/KMK.01/2014  tentang Cetak Biru Program
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun
2014-2025, telah ditetapkan 87 (delapan puluh tujuh)
inisiatif strategis Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan Inisiatif Strategis
Program  Reformasi Birokrasi dan  Transformasi
Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
telah ditetapkan 20 (dua puluh) Inisiatif Strategis Program
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang
mulai diimplementasikan sejak tahun 2017, 15 (lima
belas) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi ~ Kelembagaan yang mulai
diimplementasikan tahun 2019, dan 7 (tujuh) Inisiatif
Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan melalui Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif
Strategls Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan;

bahwa untuk menyelaraskan pelaksanaan inisiatif
strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan dengan perkembangan tugas Kementerian
Keuangan sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020
tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, perlu
melakukan perubahan terhadap Implementasi Inisiatif
Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif
Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan;
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Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-
1. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020
tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
Kementerian Keuangan;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan
Ekosistem Logistik Nasional;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
125/KMK.01/2020 TENTANG [IMPLEMENTASI INISIATIF
STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN
KEUANGAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif
Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi

Kelembagaan Kementerian Keuangan, diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Diktum PERTAMA diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

PERTAMA : Menetapkan Inisiatif Strategis Program
Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan yang
selanjutnya disebut IS RBTK, yang terdiri
atas:

a. 16 (enam belas) IS RBTK yang mulai
diimplementasikan tahun 2019 dan
tahun 2020, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini;

b. 20 {dua puluh) IS RBTK yang mulai
diimplementasikan sejak tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II  Keputusan = Menteri
Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020
tentang Implementasi Inisiatif Strategis
Program  Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan; dan
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c. 7 (tujuh) IS RBTK pendukung 87
(delapan puluh tujuh) IS RBTK yang
ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014
tentang Cetak Biru Program
Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan Tahun 2014-2025,
sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III  Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020
tentang Implementasi Inisiatif Strategis
Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan.

2. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

KEDUA

Implementasi atas 16 (enam belas) IS RBTK
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA huruf a, dilaksanakan dan
dikoordinasikan oleh unit Eselon I dan unit
Non Eselon yang bertanggung jawab secara
langsung kepada Menteri Keuangan, dan
dapat disesuaikan dengan perkembangan
yang terjadi berdasarkan arahan Menteri
Keuangan.

3. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sechingga berbunyi
sebagai berikut:

KETIGA

Dalam membantu penyelesaian
implementasi atas 16 (enam belas) IS RBTK
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA huruf a, Ketua Tim Pengelola
pada Tim Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan Pusat dapat
membentuk Tim Teknis Penyelesaian
Inisiatif Strategis berkenaan.

Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif
Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan sehingga menjadi

sebagaimana

tercantum  dalam = Lampiran  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menter: ini.
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o, 7
Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

2.

il

Wakil Menteri Keuangan;

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur
Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan
Kementerian Keuangan;

Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
Kepala Lembaga National Single Window;

Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat
Jenderal, Kementerian Keuangan;

Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian
Keuangan,;

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Jenderal, Kementerian Keuangan;

Para Chief Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan (Central Transformation Office); dan

Para Kepala Project Management Office unit Eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Adminis] 3

RIANSYAH

02131199703 1061/
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 424 /KMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI = KEUANGAN NOMOR
125/KMK.01/2020 TENTANG IMPLEMENTASI INISIATIF
STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

16 (ENAM BELAS) INISIATIF STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
YANG MULAI DIIMPLEMENTASIKAN TAHUN 2019 dan 2020

A. Penjelasan Umum

1.

Kementerian Keuangan sebagai‘salah satu organisasi yang sangat penting di

‘Indonesia, memiliki policy, instrumen, kinerja, dan pengaruh kuat untuk

mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

. Kementerian Keuangan dituntut dapat menyikapi dinamika politik, makro

nasional dan dampak dari digital disruption. Untuk menjalankan fungsinya
sebagai pengemban amanah dalam merespon dinamika- tersebut,
Kementerian Keuangan merumuskan Inisiatif Strategis dalam rangka
transformasi digital. .

. Untuk mewujudkan arah rencana transformasi digital Kementerian

Keuangan, telah ditetapkan visi dan misi Kementerian Keuangan yang dapat

- menjawab tantangan dan dinamika perubahan eksternal maupun internal.

. Penetapan vwisioning dimaksud diharapkan dapat memberikan penguatan

komitmen dan dukungan segenap pimpinan Kementerian Keuangan untuk
mewujudkan Kementerian Keuangan digital.

Visl dan misi baru Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut;
Visi: _
Menjadi penggerak u,tama. pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif,
kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di Abad ke-21.
Misi:
a. mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima
serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
b. menerépkan kebjjakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
mengeléla neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;

d. memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan
produktif; dan

e. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan
Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

. Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, perlu

diimplementasikan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan sesuai peta-sebagai berikut:

A
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fq

/Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yan

g produktif, kompetitif, inklusiD\\\

#16 ;
Pengembangan National
Logistic Ecosystem

n
#9
Core Tax System

#8
Joint Program -
Optimalisasi Penerimaan

#7
Unified Revenue Account

dan berkeadilan di Abad ke-21

#13
informasi

{ Pemerinta
dan Pemda

PENERIMAAN

Management
. /

PERBENDAHARAAN

.

Pengintegrasian

Keuangan - }
Pusat }

#15
Pengelolaan dana
pensiun

PENGANGGARAN p,

A

-

"SENTRAL

#1. The new Thinking of Working

-/

B. IS RBTK Tema Sentral

IS RBTK Tema Sentral terdiri atas 6 {(enam) Inisiatif, sebagai berikut:

. Optimalisasi Sistem

Layanan Data

mewujudkan single source of truth data Kemenkeu;

Manusia;

. Layanan Digital Kemenkeu;

. IS RBTK Tema Penerimaan

Kementerian Keuangan

. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan: New Thinking of Working;

untuk

. Implementasi Office Automation dalam rangka Membangun Digital Workplace;
. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan

. Modemn e-learning Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan Sumber Daya

IS RBTK Tema Penerimaan terdiri atas 4 (empat) Inisiatif, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Akun

Management);

Penerimaan Terpadu

2. Joint Program Optimalisasi Penerimaan; dan

(Unified Revenue

Account

3. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax System);

K



MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3
4. Pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE);

D. IS RBTK Tema Perbendaharaan
IS RBTK Tema Penganggaran terdiri atas 4 (empat) Inisiatif, sebagai berikut:
1. Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara,

2. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital
(Shared Service dan Government Platform);

3. Harmonisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan
belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung
Peningkatan Kualitas Keuangan Nasional; dan

4. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Negara;

E. IS RBTK Tema Penganggaran
IS RBTK Tema Penganggaran terdiri atas 2 (dua) Inisiatif, sebagai berikut:
1. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran;

2. Optimalisasi Kebijakan Penganggaran Terkait Pengelolaan Program Pensiun;

F. Piagam (charter} IS RBTK

Gambaran detil 16 (enam belas) IS RBTK sebagaimana dimaksud pada huruf B
sampai dengan huruf E tercantum pada masing-masing piagam (charter) IS
RBTK sebagai berikut: '
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1. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan: The New Thinking of Working — Tema Sentral

Tujuan Inisiatif

Mewujudkan budaya kerja yang adaptif, berbasis digital dan berintegritas guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan

Latar belakang

Terobosan

Output/QOutcomes

a.Masth perlunya dorongan untuk
perubahan mindset, pola kerja dan
semangat dalam pelaksanaan tugas dalam
menghadapi transformasi digital dan tren
perubahan mekanisme kerja;

b.Mendukung efisiensi birokrasi;

c.Mendorong onitcome/resuits based
performance mensurement system.

a.Budaya Kemenkeu mendorong penguatan nilai — nilai Kemenkeu;

b.Menetapkan collaborative working space sebagai alternatif bentuk ruang kerja
yang lebih nyaman bagi pegawai dan menghilangkan silo baik secara vertical
maupun horizontal

c. Menetapkan kebijakan terkait flexible working space termasuk remote working
untuk mendorong work life balance dan produktivitas kerja

d.Membangun green office yang mendukung efisiensi dan environment friendly
(paperiess & energy saving)

a. Meningkatnya Indeks Persepsi Kesehatan Organisasi
{MOFIN/ SFO)

b. Meningkatnya produktivitas dan kinerja pegawai

¢. Satu unit dari masing masing unit Eselon I melakukan
piloting open space

Risiko

efisien dan efektif
2)Keterbukaan terhadap aspirasi
pegawai
b.Duta Transformasi Kemenkeu
c.Internal Control untuk memonitor
produktivitas dan integritas pegawai
d.Penerapan digital II> dan e-Kemenkeu
e.Keandalan Keamanan Informasi (IT
Security)
f. Change Management terkait the new
thinking of working

Pendukung Kesuksesan Milestones
a.Dukungan pimpinan untuk: a. 2019 b. 2020 - 2021
1)Memberikan contoh dan dorongan 1)Grand Design piloting open space/green office/digital 1)Review oleh Itjen dan UKI
perbaikan cara kerja yang lebih workspace atas efisiensi birokrasi

2)Strategi Komunikasi Duta Transformasi 2)Pelatihan dan sertifikasi

3)Penetapan panduan open space Penyuluh Antikorupsi
4)Penyempurnaan Infegrify Frantework v.1 3)Pemanfaatan Penyuluh
5)Piloting Open Space dan Green Office pada Antikorupsi

UElLPenggunaan video conference application, sharing
folder/cloud, dan digital filing
6)Kajian flexible working hour & flexible working space
7)Internalisasi Budaya Organisasi Kemenkeu
8)Pelaksanaan Cultire re-Assesmient
9)Review oleh Itjen dan UKI atas efisiensi birokrasi
10)Pelatihan dan sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi

4)Updating Kajian Flexible
Working Space (FWS)

5)Evaluasi piloting open space
dan green office

6)Implementasi open space / co-
working space di seluruh UE
1 secara bertahap sesuai tata
kelola yang tepat

a. Resistensi dari unit mengenai isu
confidentiality

b. Tidak terjaganya kesinambungan program the
new thinking of working

Unit Pengelola

Initintive Champion: Sekretaris Jenderal

Initintive Owner: Seluruh Pejabat Eselon |

Anggota Tim:

Anggota Tim Pengelola CTO

Biro Organta, Biro Hukum, Biro Cankeu, Biro SDM,

Biro Umum, Biro Manajemen BMN dan

Pengadaan, dan Pusintek

£, Sekretariat Ditjen/Itjen/ Badan Unit Eselon 1 cq
Pengelola Organisasi, SDM, IT dan UKI

g Inspektur VII selaku Pembina UKI

h.  Kepala Pusdiklat Sumber Daya Manusia

Direktur PKN STAN

N SR

-




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

2. Optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan untuk mewujudkan single source of truth data Kemenkeu - Tema Sentral

Tujuan Inisiatif

Pemanfaatan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan {(SLDK) untuk mewujudkan Kemenkeu sebagai data driven organization

Latar belakang

Terobosan

Output/Outcomes

a. Belum adanya katalog data Kemenkeu

b. Belum adanya penetapan kategori data
dan sumber data yang digunakan SLDK
untuk pengambilan keputusan

c. Masih terdapat pengolahan data secara
manual di Iuar sistem sehingga terdapat
isu delay dan data continuity dari sumber
data

d.Belum optimalnya akses data

a. Penguatan organisasi manajemen data (khususnya penunjukan data analyst) untuk
menyediakan data yang memadai dan berkualitas.

b. Penguatan kebijakan tata kelola data, standar, proses, kontrol, peraturan, dan
kepatuhan dalam mendukung Perpres No 39/2019 tentang Satu Data Indonesia,
dan sebagai dasar hukum untuk praktik data yang baik di Kemenkeu.

¢. Peningkatan kemampuan SLDK untuk mendukung “program Satu Data", dengan
1) Integrasi aplikasi melalui Kemenkeu Service Bus (KSB) dan Open API
2} Platform Big Data Analytics untuk memungkinkan pengambilan keputusan

berdasarkan data,

a. Meningkatnya kualitas data berdasarkan data akurasi,

kelengkapan, dan ketepatan waktu data pada talun 2020 (sesuai

kamus data)
b. Meningkatnya jumlah layanan yang terintegrasi dalam
Kemenkeu Service Bus dan Open API pada tahun 2021

an

Terwujudnya data-driven organization Kemenkeu Tahun 2021
e. Penggunakan SLDK sebagai sebagai pendukung pengambilan
keputusan Tahun 2020

Pendukung Kesuksesan

Milestones

Risiko

&, Membentuk tim implementasi SLDK lintas
unit

b. Awareness dari setiap Unit Eselon I untuk
menwujudkan pertukaran data

c. Dukungan change management untuk
mengubah pola pikir stakeholder atas
pentingnya Satu Data untuk pengambilan
keputusan.

d. Ketersediaan kompetensi Hm pengelcla data
(big data, data analyst, data scientist)

e. Ketersediaan infrastruktur yang
mendukung SLDK (Big Data, KSB/Open
APT)

f. Pemahaman tim pengelola data terhadap
proses bisnis yang menghasilkan data

a. 2020: - Penyusunan Grand Design SLDK
- Menyelaraskan tata kelola data meliputi model organisasi, operasional
(proses), standar, kontrol, kepatuhan/pengawasan, dan pemutakhiran
katalog data
- Pertukaran data/service memanfaatkan KSB tahap |
- Pertukaran data dengan pihak eksternal memanfaatkan Open API tahap |
Pelaksanaan piloting pelaporan SLDK terkait ALM
Mempertajam pelaporan SLDK untuk memungkinkan pengambilan
keputusan dengan memanfaatkan platform Data Analytics

b. 2021: - Perfukaran data/service memanfaatkan KSB tahap I
- Pertukaran data dengan pihak eksternal memanfaatkan Open API tahap II
- Mempertajam pelaporan SLDK untuk memungkinkan pengambilan
keputusan dengan memanfaatkan platform Big Data Analytics (lanjutan)

a. Terdapat isu terkait dengan regulasi (kerahasiaan data}
b. Memperlukan peran business analyst/owner yang
membutuhkan data

Unit Pengelola

a. Initigtive Champion: Sekretaris Jenderal

Initiative Cwner: SA OBTI selaku CIO

Anggota Tim:

1} Kepala Pusintek (Unit TIK Pusat), Setjen

2} Kepala Biro Organta, Setjen

3) Chief DT CTO, Setjen

4} Para Pimpinan Pengelola IT pada UE [ dan yang
disetarakan

5) Para Pimpinan Pengelola Proses Bisnis pada UE I dan
yang disetarakan

6) Direktur Data dan Informasi Perpajakan, DJP

7) Sekretariat ALM, DJPPR

Peningkatan pemanfaatan platform data analytics pada tahun 2022
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3. Layanan Digital Kemenkeu - Tema Sentral

Tujuan Inisiatif

Mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan handal melalui portal layanan digital Kemenkeu sehingga dapat meningkatkan
kepuasan dan kepercayaan stakeholder

Latar belakang

Tercbosan

Output/Outcomes

a.Proses bisnis layanan
kementerian keuangan masih
tersebar di berbagai sistem UE I

b.Belum optimalnya saluran
informasi kepada stakeholder.

c.Potensi untuk mewujudkan e-
government yang lebih baik
khususnya di Kemenkeu.

a. Harmonisasi layanan dari tiap UE 1, yang mencakup: Government to
Citizen, Government to Business, Government to Employee, and
Government to Government

b. Penyusunan layanan digital Kemenkeu

c. Implementasi portal Layanan Digital terintegrasi yang
mengedepankan user centric approach

d. Implementasi omnichannel terintegrasi

a. Meningkatnya kepuasan stakeliolder terhadap layanan digital
Kemenkeu sebesar % di tahun 2024 (dibandingkan tahun 2023)

b. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan stakeltolder

c. Tersedianya SLA layanan digital Kemenkeu di tahun 2021

d. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kemenkeu
secara keseluruhan

e. Penyederhanaan proses bisnis layanan Kemenkeu

Milestones

Risiko

Pendukung Kesuksesan

a. Komitmen dan Dukungan pimpinan
untuk mengintegrasikan berbagai
plaform layananannya.

b. Adanya SLA antar UE 1 untuk
memastikan penanganan secepatnya
jika terjadi kendala dalam platform
layanan Kemenkeu

¢. Adanya taskforce/ dedicated unit yang
khusus menangani platform layanan
Kemenkeu

d. Ketersediaan infrastruktur yang
mendukung portal Layanan Digital

e. Pemahaman terkait proses bisnis
layanan Kemenkeu secara holistik

a. 2020:

1. Pembentukan taskforce/tim implementasi

2. Penyusunan desain /iigh level Layanan Digital Kemenkeu

3. Penyusunan desain detail Layanan Digital Kemenkeu untuk tahap
piloting

4. Penyusunan regulasi yang mengatur integrasi seluruh layanan
Kemenkeu

5. Pengembangan layanan terbatas yang menjadi pilot project
(omnichannel dan portal layanan digital terintegrasi)

b. 2021-2023:
1. Penyusunan regulasi yang mengatur integrasi/harmonisasi
seluruh layanan Kemenkeu

2. Penyusunan desain detail Layanan Digital Kemenkeu (sesuai
roadmap)

. Pengembangan Layanan Digital Kemenkeu (sesuai roadmap)

4. Implementasi Layanan Digital Kemenkeu (sesuai roadmap)

j8)

a. Resistensi unit untuk mengintegrasikan platform layanananmnya

b. Keengganan UE I untuk menutup plafform layananannya setelah
layanan tesebut diintegrasikan di plaiform layanan Kemenkeu

c. Kegagalan interkoneksi platform layanan UE I dengan platform
layanan Kemenkeu

d. Kegagalan ielp desk/ pusat bantuan layanan dalam memahami proses
bisnis lintas unit eselon [

e. Perbedaan platform sistem layanan UEI

Unit Pengelola

a.  Initiative Champion: Sekretaris Jenderal
b. Initiative Owner: Sekretaris Jenderal
c.  Anggota Timu
1} Ka Biro KLI, Ka Biro Organta, Ka Pusintek, dan CTO
2) Seluruh Ses UE I & non Eselon Setara E |
3} Seluruh Unit Kehumasan UE I & non Eselon Setara E |
4} Seluruh Unit Pengelola TIK dan Data UE [ & non Eselon Setara ET
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4. Implementasi Office Automation dalam Rangka Membangun Digital Workplace — Tema Sentral

Tujuan Inisiatif

Mewujudkan proses bisnis dan layanan yang efisien dari sisi biaya, mutu, dan waktu..

Latar belakang

Terobosan

Qutput/Qutcomes

a.

Saat ini terdapat beberapa aplikasi mendukung
‘fungsi’ e-Office (termasuk Nadine 2.0) di beberapa
UE 1 dan telah terimplementasi.

Belum terdapat Office Automation yang terintegrasi
termasuk collaborative environment dan folder sharing
Digital culture seperti video conference, collnborative
workplace, less paper belum optimal dan menyeluruh

Pendukung Kesuksesan

=

T e T

Performa seluruh modul e-Kemenkeu yang handal
digunakan lebih dari 80 ribu pegawai
Ketersediaan infrastruktur IT yang memadai sesuai
kebutuhan (termasuk sisi end user)

Implementasi Single HRIS di seluruh UE 1
Ketersediaan service desk, tim pendamping &
penangan aduan

Kehandalan performa Digital Signnfure

Data security

Executive Interface

SLA respon/alert

Change managenient, sosialisasi, dan training.
Simplifasi, penyatuan aplikasi, dan phasing ont
menjadi e-Kemenkeu

Komitmen pimpinan

a. Penerapan e-Kemenkeu {Office Automation Kemenkeu) di
seluruh UE 1 untuk respon kebijakan lebih tanggap dan
terpantau

b. Terciptakan fitur otomasi perkantoran umum yang dapat
mendukung produktivitas dan akuntabilitas kinerja
pegawai

c. Terciptanya digital collaborative workplace dalam satu
platform yang sama, terintegrasi, dan dengan tingkat user

a. Peningkatan efektifitas bekerja diukur dengan pengurangan norma
waktu penyelesaian produk organisasi sesuai probis dalam e-
Kemenkeu.

b. Peningkatan efisiensi diukur dengan berkurangnya hiaya operasional
terkait seperti ATK, perjalanan dinas, kurir, d1I sebesar 30% pada
2022

¢. Peningkatan kepuasan pengguna e-Kemenkeu 15% di 2022.

[Baseline T-1 implementasi salah saty modul e-Kemenkeu]

experience yang optimal untuk dapat mendukung Risiko
pembangunan digital culture a. Proses transisi dari sistem lama ke sistem baru
d. Mendukung greer organization b. Kesiapan stakeholder eksternal dan perangkat hukum
c. Resistensi kolaborasi data dari pengelola IT UE1
Milestones d. IT security
e. Pengadaan terkait infrastruktur IT cenderung kompleks dan
a, 2019 membutuhkan waktu panjang

1} Grand Design e-Kemenkeu
2) Design dan guidelines Service Desk Management
3) Melengkapi dan menyelesaikan arsitektur BDAT
4) Tersedianya platform/aplikasi

b. 2020-2021
1)} Pembentukan Task Force e-Kemenkeu
2} Pemutakhiran Grand Design e-Kemenkeu
3) Pengembangan modul e-Kemenkeu berdasarkan roadmap
4) Optimalisasi performansi sistem Digital Signature
5) Penyelesaian proses bisnis & regulasi pendukung
6} Implementasi strategi chiange managenient

Unit Pengelola

a. Initiative Chantpion: Sekretaris Jenderal
b. Initiative Owner: Sekretaris Jenderal
c. Anggota Tinu

6) Unit Eselon Il Setjen Pemilik
Proses Bisnis Modul e-Kemenkeu

7} Unit Probis dan IT UEL & Non
Eselon Setara UE1

8) CTO

1) Kepala Biro Organta

2) Kepala Pusintek

3) Kepala Biro SDM

4) Kepala Biro Umum

5} Ses UEI & Non Eselon Setara
UE1

%
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5. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan — Tema Sentral

Tujuan Inisiatif

Organisasi Kementerian Keuangan yang mengadopsi Flatter & Boundaryless Organization dan Adaptive & Tech Savvy HR

Latar belakang

Terobosan

Cutput/Outcomes

.,

Perkembangan teknologi informasi memaksa
kementerian keuangan untuk menjadi organisasi
yang adaptif dan efisien.

. Proses birokrasi yang panjang dan memiliki

banyak fouch points dalam proses bisnisnya.
Proses bisnis UE [ banyak yang masih
bersinggungan sehingga perlu adanya alignment
fungsi antar UE 1

. Adanya potensi peningkatan koordinasi lintas UE I

dalam pengelolaan SMV

Tren kenaikan hasil perhitungan ABK tahun 2014
s.d. 2018 sebesar 3% per tahun, potensi jabatan
yang hilang sebagai implikasi revolusi industri 4.0,
dan anggaran belanja pegawai yang saat ini sudah
mencapai 45% dari total pagu belanja Kemenkeu.

a.

Pengendalian growt: SDM baru secara bertahap, meliputi: (1)
pengurangan growth pegawai s.d. 2023, (2) zero/ minus-growih
pegawai mulai tahun 2020

a. Kemenkeu yang semakin efisien, efektif, produktif dan berbasis digital

b.  Transformasi fungsi: (1) pengelolaan kas dan pengelolaan utang antara DJPB
dan DJPPR (2) alokasi dan pengawasan ke daerah antara DJA, DJPK, dan DJPB
(3) Fungsi Lembaga NSW (4) Menteri keuangan sebagai Ketua KSSK (5)

Pendukung Kesuksesan

~® on

a. Implementasi Enterprise Architecture Kemenkeu.
b.

Komunikasi yang intens dengan Kemenpan RB
terkait rencana penyesuaian fungsi, SDM,
organisasi yang progresif.

Validitas Analisis Beban Kerja

. Dukungan infrastruktur teknologi informasi

Komitmen dari seluruh pimpinan UE I
Terbentuknya komite SMV

b. Integrasli .fungSi'fun.gSi K'e.mer}terian Kguapgan yang berdampak Peningkatan peran/kontribusi SMV terhadap proyek strategis nasional
pada efisiensi dan simplifikasi proses bisnis c. Jumlah SDM Kemenkeu yang efisien dan terkendali (zero/minus growth)

¢. Koordinasi pengelolaan Special Mission Vehicle lintas UE d.  Indeks Kepuasan pegawai atas pengelolaan organisasi dan SDM (melalui
melalui komite SMV sebagai bridging toois pengelolaan fiskal survei) - 2024 . . )
Wionke e.  Indeks engangement pegawai (melalui survei) - 2021

Milestones Risiko

a. 2019: 1) Mutasi antar Eselon I sampai level pelaksana. 2) Kajian | @-Fotensiresistensidari UE e.Potensi kurang optimalnya pemenuhan

alignment fungsi antar unit Es I dan I1. 3) Readmap pengelolaaan
Organisasi 2020 - 2024. 4) Operasionalisasi komite SMV 5)
Kajian penyempurnaan kebijakan remunerasi dan grading.

b. 2020: Rondmap pengelolaaan SDM 2020 - 2024,

o

2019-2023: Pengendalian Growth Pegawai

. 2020-2021: Flatter organization

1} Penyederhanaan Birokrasi (delayering)

2) Euhoncement HRIS terpusat & phase ontt fungsi HRIS di UE
secara bertahap

3) Implementasi Internal vacancy (job market)

4) Akselerasi implementasi jabatan fungsional core Kemenkeu
dan fungsional lainnya;

2021: Survei Engagement Pegawai

2023: 1) Pelaksanaan evaluasi kebijakan zero/ minus-growth

pegawai 2) Penyusunan kajian job shifting

2024: : ) Tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan zero/ ninus-

growth pegawai; 2) survei kepuasan pegawai.

kapasitas PKN STAN (infrastruktur, dosen)
dan ketidaksesuaian kompetensi dan
kualifikasi lulusan PKN STAN dengan
kebutuhan job owner non Kemenkeu
Mitigasi:

T atas kebijakan integrasi
fungsi, minus growth, dan
[flatter organization

b.Gap kompetensi pegawai
yang berasal dari fungsi

yang berbeda a. Change management program
c. Deadlock kebijakan dari b.Pemenuhan gap kompetensi
Kemenpan RB c.Koordinasi yang intens dengan Kemenpan

RB dan KASN
d.Optimalisasi strategi komunikasi (kepada
semua level)

d.Potensi penurunan
kinerja paca masa
transisi

Unit Pengelola

a.Initiative Champion: Sekretariat Jenderal

b.Initiative Owner  :Sekretariat Jenderal (Biro Organta, Biro SDM, & CTO)

¢. Tim; Biro Organta, Biro SDM, Ses. Unit Eselon I Kemenkeu, Komite
pengarah dan pengelola kebijakan SMV, Inspektorat VI, CTO, Pusintek,
serta Unit TIK Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
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6. Modern e-learning Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia ~ Tema Sentral

Tujuan Inisiatif

mudah diakses.

SDM Kementerian Keuangan yang kompetitif melalui proses pembelajaran yang efisien, relevan, aplikatif, berdampak nyata (impactful), dan

b.
c.

d.

°

Identifikasi kebutuhan pembelajaran pegawai yang akurat
Konversi modul dan desain pembelajaran pelatihan ke e-
learning;

Komitmen Pimpinan UEI dalam penerapan e-learning.
Kebijakan Redesain Anggaran Kementerian Keuangan
Implementasi Layanan Digital Kemenkeu (Pengetahuan yang
diperoleh dari Layanan Digital Kemenkeu dapat menambah
pengetahuan di E-learning)

b.

2020-2021

1) Peningkatan fungsionalitas dan sentralisasi LKMS Kemenkeu

2) Pengembangan interkoneksi antara KL.C dan HRIS untuk
mendukung otomasi administrasi dan pelaksanaan e-Learning

3) Change management implementasi dan budaya elearning

4) Penyediaan Infrastrulktur TIK dan pembelajaran multimedia

5) Digitalisasi materi pembelajaran (kualitas dan kuantitas)

6) Implementasi 50% (2020), 70% (2021) firll e-learning

Latar belakang Terobosan Output/Outcomes

a. Pelaksanaan e-learning saat ini dilaksanakan melalui Kemenker | a. Penguatan fungsi Learning and Knowledge Management System a. Pemenuhan gap kompetensi individu
Learning Center (KLC) dengan komposisinya sebesar 15% dari {(LKMS} Kemenkeu dan integrase LKMS yang tersebar pada UE | b. Penghematan biaya penyelenggaraan pelatihan 70%;
total proporsi pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK; ke KLG; ¢.  Penghematan anggaran perfadin pelatihan 70%;

b. Sistem pembelajaran online belum terbangun dengan baik; b. Penggunaan ommichannel dalam proses pembelajaran untuk d. Semua pegawai dapat mengakses kebutuhan kompetensi jabatan

c. P.elaksanaan training tatap muka berpotensi mengganggu meningkatkan iuser experience. dan kompetensi individu yang harus dipenuhi dalam HRIS
ritme pelaksanaan pekerjaan rutin; . c. Peningkatan konten digital baik secara kuantitas maupun kualitas. | e. Implementasi 30% fill e-learning pada 2019, implementasi 50% fill

d.Repository Pengetahuan dalam KLC masih rendah dan belum | 4 Implementasi change management yang komprehensif untuk e-learning pada 2020, implementasi 70% full e-learning pada 2021,
optimal {belum memadai untuk menggantikan metode mendukung budaya pembelajaran modern. dengan bobot program 60%, bobot pegawai 40%.
pem]?e.i ajaran Klasikal); ; : : e. Penggunaan KLDP sebagai salah satu dasar dalam merencanakan .

e. Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) belum terintegrasi Risiko
dengan HRIS; pengembangan SDM —

N : ; : . : a. Resistensi atas perubahan kultur proses pembelajaran.

g' ;:{jgugtﬁf: nb&?gkp ml;sieg}zz::galﬁamkal dan perjalanan dinas. Milestones b. Skill group ownegs pada UEI tidak%ilibaﬂfan dalain pembuatan konten
partisipasi/ penetrasi/ penyebaran pengetahuan dan 2019 e-learning dan tidak berperan aktif dalam mengisi repositori
kemudahan untuk mengakses kembali pengetahuan. 1) Governance pelaksanaan full e-learning Eer{%et;ht{an. . b SDM d .

h. Berdasarkan data jumlah pegawai yang diajukan pada LNA 2) Pengembangan fitur pendukung e-learning pada HRIS ¢ Xt ba] selarasan antara strategl pengembangan engan strategl
kurang dari 80% dari jumlah pegawai 3) Melengkapi dan menyelesaikan seluruh arsitektur BDAT sesuai | 4 gzﬁ: I:' gxig' daerah memiliki infrastruktur penuntang KMS van

Pendukung Kesuksesan dengan framework EA kedalam ORBUS iServer | memadai. P ang yang

. (penyempurnaan di 2020} e. Ketidakselarasan antara sirategi pencapaian kinerja dengan strategi

a. Penguatan infrastruktur TIK dan pembelajaran multimedia di 4) Penyediaan Infrastruktur pembelajaran  multimedia pembelajaran

lingkungan Kemenkeu; 5} Implementasi 30% full e-learning f. Dampak kebijakan delayering

Unit Pengelola

]

Initiative Champion: Kepala BPPK
Initintive Owner: Kepala BPPK
Anggota Tim:

1} Kepala Biro SDM, Setjery;

2} Kepala Pusintek, Setjen;

3) Kepala Biro Organta, Sefjen;

4) Sekretaris UE 1 dan LNSW;
5) Kepala Pusdiklat.
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7. Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (Unified Revenue Account Management) — Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif

Terintegrasinya pengelolaan database penerimaan negara yang meliputi penerimaan negara pajak, bea cukai, dan bukan pajak

Latar belakang

Terobhosan

Output/Outcomes

a. Masih terdapat beberapa system yang berbeda
untuk mengetahui profil Wajib Pajak yaitu
CRM (profil Wajib Pajak) dan SKPJ (profil
Pengguna Jasa), sedangkan untuk profil
pembayar PNBP belum tersedia.

b. Masih  belum  terintegrasinya  database
penerimaan  untuk  keperluan  internal
Kemenkeu.

c. Masih belum tersedianya sebuah platform
tunggal yang menyediakan informasi transaksi
Pengguna Jasa/WP/Wajib Bayar secara
komprehensif

Integrasi informasi DJP, DJBC, dan DJA (PNBP SDA-
KND) dalam Single Stakeholder Iiformation (S5I) untuk

a,

Tersedianya joint proses bisnis end-to-end yang dilakukan melalui sistem
digital

Pendukung Kesuksesan

a. IT Infrastructure yang memadai.

b.  Single Identification Number sebagai unigue
identifier antar Ditfen.

c. Single Source of Truth, Data Governance, Data
Quality Management and Master Data
Management.

d. Legalitas data yang akan di-sharing oleh
masing-masing unit (isu kerahasiaan data).

e. Penyatuan data center Pajak ke DC/DRC
Kemenkeu

layanan perpajakan dan PNBP. b. Tersedianya data/informasi WP/Wajib Bayar/Pengguna Jasa terkait
b. Pembangunan dan pemanfaatan Single Stukeholder Profile perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP SDA-KND yang
dalam pelaksanaan manajemen risiko, pelayanan komperhensif, valid, dan terkini
perpajakan & PNBP. ¢.  Meningkatkan kepatuhan WP/Wajib Bayar/Pengguna Jasa
c. DC/DRC DJP dapat diintegrasikan dengan DC Pusintek | d. Meningkatkan kepuasan stakeholder.
dengan sebelumnya melakukan kajian tentang kemajuan .
teknologi dan pemanfaatan private cloud dan big data. Risiko
Milestones a. Ketidaksiapan infrastruktur dafa cenfer;
b. Masalah keamanan data;
a. 2019 ¢. Kegagalan pertukaran data
1) Pembangunan 551 dan Joint Profile Perpajakan (JPP) Unit Pengelola
2) Melengkapi dan menyelesaikan seluruh arsitektur
BDAT sesuai dengan framework EA ke dalam ORBUS a.  Initiative Champion: Menteri & Wakil Menteri Kenangan
iServer b.  Imitiative Owner: Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan
3) Kajian penggabungan DC/DRC DJP dengan DC/DRC Cukai, Direktur Jenderal Anggaran
Pusintek ¢ Anggota Tinm:
b. 2020-2021 1) Kepala Pusintek, Setjen; 9) Dir. IKC, DJBC;
1) Pembangunan SSI dan JPP 2) Dir. DIP, DJF; 10} Dir. PPS, DJBG;
2} Pemanfaatan SSI dan JPP untuk manajemen risiko 3) Dir. TIK, DJF; 11) Dir. Audit KC, DJBC
pelayanan dan pengawasan perpajakan 4) Dir. IP, DJp; 12) Dfr. Teknis Kepabeanan, DJBC
3) Pembangunan Single Stakeholder Profile (berdasarkan 5) Dir. TFB, DJF; 18) Dir. SP, DA,

SS1) untuk keperluan manajemen risiko dan pelayanan
perpajakan dan PNBP

6) Dir. Gakkum, DJP
7) Dir. P2, DJP
8) Dir. P2, DJBC

14) Dir. PNBP SDA-KND, DJA;
15) Dir. PM LNSW;
16) Inspekturl, II, V, Ifjen.
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8. Joint Program Optimalisasi Penerimaan — Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif

Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penegakan hukum dan perbaikan proses bisnis di bidang pajak, kepabeanan cukai, dan PNBP

Pendukung Kesuksesan

o

m oo, o

. Komitmen pimpinan melalui KMK 704 /2019 tentang program

sinergi;

. Komitmen pimpinan DJP, DJBC, DJA, DJPK, DJPb, dan LNSW

dalam implementasi sinergi scale up joint program;

. Penyelerasan peraturan terkait scale up Joint Prograny;

. Alokasi Anggaran dan SDM dedicated unit;

. Dukungan IT DJBC, DJP, DJA, DJPK, dan DJPb;

. Dukungan penyelesaian Linified Revenne Account Management.

(LURAM)

DJA, DJPb, DJPK, dan DJKN

2) Melengkapi dan  menyelesaikan  seluruh
arsitektur BDAT sesuai dengan framework EA ke
dalam ORBUS iServer

3) Piloting integrated document untuk transaksi
impor dan transaksi di kawasan berfasilitas

b. 2019-2020:

1) Penetapan proses bisnis terintegrasi DJP, DJBC,
DJA, DIPB, DIPK, DIKN, dan LNSW

2) Implementasi program secale nup sinergi dengan
melibatkan unit Eselon I terkait

dan Penegakan Hukum Pajak

4) Staf Ahli Bidang Pengawasan
Pajak

5} Staf Ahli Bidang Kepatuhan
Pajak

6} Kepala Pusintek, Setjen

7} Dir. PNBP SDA-KND, DJA

8) Dir. Peraturan Perpajakan],
DJP

9) Dir. Intelijen Perpajakan, DJP

10) Dir, Transformasi Proses
Bisnis, DI

14) Dir. Potensi, Kepatuhan, dan
Penerimaan, DJP

15) Dir. KITSDA, DJP

16) Dir. Audit KC, DJBC

17)Tenaga Pengkaji Bidang
PKKO, DJBC

18)Tenaga Pengkaji Bidang
PPHKC, DJBC

19) Dir. Teknis Kepabeanan: DJBC

20) Dir. Fasilitas Kepabeanan,
DJBC

21)Dir, Teknis dan Fasilitas

Latar belakang Terobosan Output/Qutcomes
. . i . . . . i L. i . a. Tambahan penerimaan negara dari sinergi DJF, DfBC dan D]A Tahun 2019 sebesar Rp30T
a. Optimalisasi penerimaan menjadi kunci utama pemenuhan Joint Program Optimalisasi Penerimaan meliputi program: b. Meningkatnya penerimaan perpajakan dan PNBP
sumber anggaran dalam rangka mendukung kebijakan | a. Kolaborasi dan comprtibility business process antar unit [ c. Menurunnya persentase piutang macet
pembangunan nasional, melalui scling np program sinergi DJP-DJBC, menjadi d. g]ez;.inglfam{a kepatué\;nkWaj;‘Dbl'?‘;]:ac}lc, ‘:Vajib Bg{ar dill;l Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai
e _— sinergi DJP, DJBC, BKF, DJA, DJPb, DJPK, & LNSW | e Realisasicost recovery tidak melebihi dari yang ditargetkan
b. Terdapat 1rxsa.n.pros_es bisnis antara DJP - I_)JBC - DJA (PNBP) ( enegrima{m e{, aiakan cukLi P]\jIBP dai\ ajak belanja | - Meningkamya kepatuhan Bendahara Pemda dan penerimaan pajak daerah
yang dapat disinergikan dalam rangka optimalisasi pelayanan, pener perpajasan, . ’ P J .y
. Sl . pemerintah Pusat dan Daerah}, mencakup jeint analysis- | Risiko
pengawasan, dan penerimaan yang terkait impor, ekspor, cukai Joint audit-joint  collection-joint__investigation-joint proses - - - ;
dan PNBP bisnis-joint profile-secondnient. Ketentuan perpajakan terkait kerahasiaan data WP / auditee
c. Masih terbukanya potensi penerimaan yang dapat digali secara | b. DJBC, DJP, DJA, DJPb, DJPK, dan LNSW akan memiliki | Mitigasi: Dukungan Menteri Keuangan Wamen dan Pimpinan U E 1 terkait.
optimal melalui sinergi antara DJP, DJBC , DJA , DJPK, DJFb data yang lebih komprehensif dari hulu-hilir atas bisnis \
dan LNSW. proses kepabeanan dan cukai maupun perpajakan, Unit Pengelola
d. Potensi peningkatan penerimaan perpajakan atas belanja | ¢ Infegrated Aunlysis System DJBC, DJP, DJA, DIPK, dan [ g Initiative Champion: Wakil Menteri Keuangan
pemerintah: LNSW b, Initiative Owner  : Dirjen Pajak, Dirjen BC, Dirjen Anggaran
1) Kepatuhan perpajakan Bendahara belum optimal; d. Perjanjian  kerjasama DJP-DJPK-Pemda dalam rangka | c. Tim:
2) Data keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah belum optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah 1) Staf Ahli Bidang Organisasi,  11)Dir. Pemeriksaan dan Cukai, DJBC
i i : Birokrasi, dan Teknologi Penagihan, DJP 22)Dir. P2, DIBC
tEI'II"ltEgl"RSI- 3 ; ; Milestones Informasi 12) Dir. Teknologi Informasi dan ) i 5 :
e. Potensi peningkatan penerimaan perpajakan melalui pertukaran e . - Lexnol 23)Bir. FPS, D]JBC
2) Staf AhH Bidang Kebijakan Komunikasi, DJF
data dan pengawasan WP Bersama DJP-DJPK-Pemda a. 2019: Pereri N ; ) 24)5es, DJBC
L . i enerimaan iNegara 13)Dir. Data dan Informasi 25) Dir. 1KC, DJBC
1) Penetapan proses bisnis terintegrasi DJP, DJBC, | 3) Staf Anli Bidang Peraturan Perpajakan, DJP e

26) Dir. SITP, DJPb

27)Dir. ESE, DJPK

28)Dir. XPT, DJPK

29)Inspektur [, ILIL IV, dan V,
Ttjen

30y Dir, PNKNL, DJKN

31)5es. BFPK

32)Ka. Pusdiklat Pajak, BPPK

33)Ka. Pusdiklat BC, BPFK

34) Dir. EFB, LNSW

33)Dir. PM, LNSW
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9. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) — Tema Penerimaan

Tujuan_ Inisiatif

Tersedianya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti
administrasi perpajakan {core tax system) yang terintegrasi

Latar belakang

Terobosan

Output/Outcomes

a. Pesatnya kemajuan teknologi menyebabkan
tingginya ekspektasi Wajib Pajak terhadap
penyediaan layanan perpajakan berbasis
teknologi

b. Ekspektasi para pemangku kepentingan
terhadap sistem informasi dengan
teknologi terbaru, terintegrasi, mencakup
seluruh proses bisnis inti administrasi
perpajakan, mempermudah pelaksanaan
pekerjaan (decision support systent), dan
handal

c. Pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi di Direktorat Jenderal Pajak
belum berfokus kepada pengembangan
Sistem Inti Administrasi Perpajakan (core
tax administration systent)

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

{Core Tax Administration System) yang
terintegrasi

Milestones

a. Terwujudnya proses bisnis inti administrasi perpajakan yang efektif, efisien,
dan akuntabel

b. Terwujudnya sistem informasi administrasi perpajakan yang terpercaya,
handal, dan terintegrasi dengan proses bisnis inti administrasi perpajakan

Pendukung Kesuksesan

a. Komitmen pimpinan, pegawai, dan seluruh
pemangku kepentingan lainnya

b. Kesiapan regulasi

c. Basis data yang handal dan terintegrasi

a. 2019:
Pengadaan Agen Pengadaan

b. 2020:
1) Pengadaan System Integrator
2) Pengadaan Jasa Konsultansi Project
Management and Quality Assurance
3) Pengadaan Jasa Konsultansi Change
Managenent

¢, 2021-2023:
1) Pengembangan Sistem Informasi
2) Implementasi Sistem Informasi

3) Penyelesaian seluruh arsitektur BDAT sesuai

framework EA ke dalam ORBUS iServer
d. 2024:

Pasca Implementasi (support and maintenance)

Risiko

a. Kegagalan migrasi data dari sistem lama ke sistem yang baru

b. Tidak terjaminnya ketersediaan anggaran selama proses Pembaruan Sistem
Inti Administrasi Perpajakan {core tax administration systen)

¢. Kegagalan proses lelang

Unit Pengelola

a. Initiative Champion:
Direktur Jenderal Pajak
b. Co-Initintive Chamypion:
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
Staf Khusus Bidang Sistem Informasi dan Teknologi
c. Initintive Owner:
Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
d. Co-Initintive Owuer:
Direktur Transformasi Proses Bisnis
Direktur Data dan Informasi Perpajakan
e. Tim:
(1) Sefjen {2) DJA (3) DJBC (4) DJPb (5} Itjen (6) Staf Ahli OBTI




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13 -

10. Penyempurnaan Sistemm Manajemen Pengelolaan Aset Negara — Tema Perbendaharaan

Tujuan Inisiatif

Penguatan pengelolaan aset Negara untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi melalui peningkatan PNBP dan cost saving

Latar belakang

Terobosan

Outcomes

a. Kebijakan pemindahan ibukota membutuhkan
kebijakan pengelolaan aset

b. Aplikasi yang ada belum dapat berperan sebagai
single source of trutlh yang mampu menyajikan
informasi up to date terkait aset negara dan
mendukung pengelolaan aset negara secara end to
end.

¢. Belum optimalnya proses pada pengawasan,
pengendalian dan pemanfaatan aset negara.

d. Masih terdapat aset negara yang status
kepemilikannya belum jelas.

e. Kurangnya insentif bagi pengguna barang untuk
mendorong optimalisasi dan meningkatkan
efisiensi pengelolaan aset negara

f. Adanya PP46 yang menetapkan tugas
penyusunan neraca SDA dilakukan oleh BPS
dengan berkeordinasi dengan Kemenkeu {cq.
DJKN} untuk peniliaian aset SDA

a. Percepatan penyusunan portofolio aset d.

negara untuk mendukung penerapan capital

charge mechanisu. e.

b. Penguatan SIMAN agar dapat

mengakomodasi pengelolaan aset negara £

secara end to end meliputi penyediaan data
master aset, perencanaan aset, persediaan

dan revaluasi, underlying aset pada SBSN, g

dan portofolio aset negara.

¢. Perbaikan tata kelola pengelolaan aset h.

negara dalam lingkup pengawasan,
pengendalian, dan pemanfaatan aget

Sentralisasi pengelolaan aset di Kemenkeu
sebagai Pengguna Barang

Penguatan Standarisasi biaya pemeliharaan
aset negara secara nasional

Utilisasi aset Kemenkeu meliputi efektifitas
penggunaan ruang kerja dan komersialisasi
ruang unfuk meningkatkan PNBEP
Penilaian aset sumber daya alam dalam
rangka mendukung penyusunan neraca SDA
Pemberian insentif bagi pengguna barang
untuk mendorong optimalisasi asset.

a.Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap pengelolaan
aset negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya

b.Meningkatnya rasio utilisasi aset menjadi 92% di tahun 2020.

c.Meningkatnya manfaat ekonomi dari aset yang dihitung dari
peningkatan PNBP dan potensi penghematan biaya (cost
saving) sebesar Rp 900 M di tahun 2020 (dari target tahun

2019)

Risiko

Milestones

Resistensi I/ L lain untuk mendukung penyusunan
informasi mengenai aset sumber daya alam

Pendukung Kesuksesan

a. Komitmen dan dukungan pimpinan untuk
mengintegrasikan berbagai aplikasi yang terkait
dengan pengelolaan aset negara

b. Bukungan K/L lain dalam penyediaan data aset
dan data aset sumber daya alam yang akurat serta
dukungan dalam pengambilalihan kembali aset
negara yang masih dikuasai pihak lain.

c. Sarana dan prasarana TIK

a. 2020

1) Penguatan SIMAN V.1.0

2} Kajian kebijakan pengelolaan aset di Ibu Kota
Negara lama

3) Konsolidasi standar barang dengan standar
biaya pemeliharaan untuk proses
penganggaran

4) Perbaikan tata kelola pengelolaan aset negara

dalam lingkup pengawasan, pengendalian,
dan pemanfaatan aset

5) Sentralisasi pengelolaan aset di Kemenkeu
sebagai Pengguna Barang

6) Memulai melakukan evaluasi secara periodik
atas struktur portofolio aset

b. 2020-2021
1) Kajian dan regulasi kebijakan
pemberian insentif bagi pengguna
barang untuk mendorong optimalisasi
aset
2) Pengembangan SIMAN V.2.0
c. 2021:

1) Piloting Penilaian Aset Sumber Daya
pada 2 sub akun
2) Kajian Kebijakan Capital Charge
Mechanism
c. 2024: Mengubah struktur portofoliojika
diperlukan dengan menambah atau
melakukan divestasi aset

Unit Pengelola

a. Initintive Champion: DJKN

b. Initiative Owner; Dir. BMN, DJKN

c. Anggota Tim:
1) Seluruh Ses UE ]
2) Dir. BMN, DJKN
3) Dir. PNKNL, DJKN
4) Dir. PKNSI, DJKN
5) Dir. Penilaian, DJKN
6} Dir. Hukum dan Humas,

DIKN

7} Ses. DJKN
8} TPOKN, DJKN
9) TPHK, DJKN
10)Ka. Pusintek, Setjen

11)Ka. Romadan, Setjen
12)Ka. RoUmum, Setjen
13)Dir. SITE, DJFb

14)Dir. SP, DJPb

15)Dir. PS, DJPFR

16} Dir. SP, DJA

17} Dir. PNBP SDA-KND, DJA
18} Dir. PNBP K/L, DJA

19 LMAN, DIKN
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11. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Shared Service dan Government Platform) — Tema Perbendaharaan

Tujuan Inisiatif

Penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital

Latar belakang

Terobosan

Outcomes

a.

Pembayaran untuk common expenses (gaji,
utilities, perjalanan dinas) diproses oleh
masing-masing Satuan Kerja (proses klerikal:
invoice/BAST/SPP/SPM/ SP2D);
Penggunaan kartu kredit sebagai bagian
system pembayaran belum dilaksanakan
secara optimal untuk menggantikan Uang
Persediaan.

Pendukung Kesuksesan

ho

Ditetapkannya payung hukum

pelaksanaan anggaran berbasis digital;

IT Infrastructure yang memadai;

Implementasi SAKTI di seluruh K/L.

1} Database yang terintegrasi
(financial, asset,output);

2) Penguatan audit trail dan fund
available control;

3} Menghilangkan duplikasi aplikasi,

Telah dikembangkannya Government

Platform dan KPPN Khusus penyedia

shared services;

Implementasi Kartu Kredit Pemerintah;

Implementasi Digital Signature untuk

mendukung otomasi validasi.

a. Pembayaran terhadap common expenses akan dilaksanakan melalui

Shared Service;

. Pembayaran gaji secara forinightly;
c.  Simplifikasi dan otomasi validasi terhadap pelaksanaan belanja di

Satker;

d. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dan purchase card sebagai
pengganti UP (atau uang saku perjadin) untuk mendukung

percepatan proses pembayaran;

e. Cakupan shared service dapat diperluas dan mencakup penyaluran

a.

b.

C.

d

Penurunan clerical works di Satker, membantu pengelolaan likuiditas

KPPN, Kanwil DJPB, DJA, DIPK, dan pemerintah;
DJKN yang signifikan e.K/L/Satker lebih fokus pada tusi
Penghematan administration cost untuk  utama,

f. Berkurangnya norma waktu
pemrosesan belanja negara (conmon
expenses) dengan mekansime .S mulai
dari di dalam Satker sampai dengan
perintah bayar oleh KPPN (target: 12
hari).

pembayaran gaji, utility, kartu kredit,
perjalanan dinas, belanja barang
operasional (less
invoice/SPP/SPM/SP2D/ BAST);
Kepastian pembayaran belanja
operasional pemerintah;

Penggunaan kartu kredit akan

Risiko

BAU, DAK, dan subsidi;

f.  Menempatkan Kanwil DJPB dan KPPN sebagai Wakil Kemenkeu di
daerah.

Milestones

a. 2019 Service Center (SSC) dan

1)Penyelesaian Desain Government
Platform untuk pembayaran
COMMION expenses;

2)Penyelesaian kajian pembayaran
gaji fortrightly;

3)Pengembangan Aplikasi untuk
KKEF;

4)Penyelesaian arsitektur bisnis,
data, aplikasi, dan teknologi ke
dalam Orbus iServer.

b. 2020

1)Penyusunan dan Penyelesaian
regulasi S5;

2)Pembangunan Sistem Shared

implementasi Gov. Platform;
3)Sertifikasi system pembayaran
pemerintah
4)Pembentukan Unit Pengelola 85C
(ad hoc);
5)Pembentukan unit pengelola S5C
(dedicated);
6)Implementasi SSC Payroll di
Kemenkeu (Gaji & Tukin);
7)Implementasi SSC Non Payroll;
8)Implementasi penuh KKP.

9)Pembangunan interkoneksi sistem

pengujian transaksi KKP dengan
SAKTI

=ML~ o

Penyalahgunaan pemakaian kartu kredit;

Kesiapan vendor dalam menangani transaksi dengan kartu kredit;
Kesiapan infrastruktur jaringan IT;

Keterlambatan pelunasan tagihan kartu kredit yang berdampak pada
pembebanan biaya kepada pemerintah.

Unit Pengelola

a. Initintive Champion: Menteri & Wakil Menteri Keuangan

b. Initintive Owner: Direktur Jenderal Perbendaharaan

¢. Anggota Tinu

1} Staf Ahli Bidang OBTI 6) Dir. Pelaksanaan Anggaran, DJPB
2} Staf Ahli Bidang Pengeluaran 7) Dir, PKN

3) Dir, Sistem Perbendaharaan, DJPB 8) Ka. Pusintek Setjen

4) Sekretaris DJPB 9) Ka. Biro Sumber Daya Manusia

5) Dir. SITP, DJPB

10) Ka. Biro Perencanaan dan Keuangan

4
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12. Harmonisasi belanja APBN dengan belanja APBD untuk mendukung Peningkatan Kualitas Keuangan Nasional — Tema Perbendaharaan

Tujuan Inisiatif

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dengan mendorong belanja Pemda yang efisien dan produktif serta
penyediaan data Pemerintah Daerah hingga level data transaksi yang lengkap, andal dan tepat waktu untuk mendukung penyusunan,
pelaksanaan , monitoring, dan evaluasi kebijakan fiskal secara nasional

Latar belakang

Terobosan

Outcomes

a.

b.

Pemanfaatan alokasi TKDD belum dapat
dipantau secara optimal;

Terdapat kebutuhan data Pemda hingga
level transaksi untuk mengetahui
penggunaan dana alokasi yang disalurkan
Pemerintah Pusat dan untuk penyusunan
konsolidasi informasi keuangan Pusat dan
Daerah serta statistik keuangan pemerintah
dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal
secara nasional;

Banyaknya variasi aplikasi sistem keuangan
Pemda yang belum terintegrasi dan belum
menggunakan Bagan Akun yang standar;,

. Peningkatan Pengawasan kewajiban

pemotongan dan pemungutan Perpajakan
oleh Pemda

a. Penyediaan data Pemda pada level transaksi dengan mengedepankan kualitas

data;

b. Menyelaraskan Bagan Akun Pemda dengan Bagan Akun Pemerintah Pusat;

c. Mewujudkan konsolidasi informasi keuangan pusat dan di daerah pada level
data transaksi berdasarkan Bagan Akun Standar

d. Menjadikan SIKD sebagai single soirce of truth data kenangan daerah di level
Nasional.vane iuga meniadi sumber data baei GES-SIKRI

Milestones

a. Penetapan regulasi dalam rangka peningkatan kualitas belanja
Pemda (SHSR, Tukin Pemda, sistem insentif berbasis kinerja) - 2020
Ketersediaan data transaksi Pemda (70%) - 2020

Jumlah peserta training ( 30 Peserta) - 2020

. Data Transaksi Pemda berbasis BAS (100%) - 2021

SIKD sebagai Single regional report - 2021

Laporan konsolidasi Pusat dan Daerah - 2022

mo oo o

Pendukung Kesuksesan

a.

Komitmen Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Keuangan dalam
meningkatkan disiplin pelaporan Pemda;
Tersedianya peraturan yang mendorong
Pemda menyediakan data hingga level
transaksi;

Tersedianya aplikasi yang dapat
mengintegrasikan data di level transaksi
dari Pemda dengan akun yang standar;

. SDM Pemda yang memadai dan kompeten;

Penetapan Kode Unik Satker dalam rangka
pengawasan perpajakan.

2019:

a.Pengembangan SIKD (core, agen,
dan ikonsol), Tahap I untuk
menyediakan informasi keuangan
keuangan Pemda, yang mencakup
semua jenis data transaksi harian
maupun Laporan Kenangan
Pemerintah Daerah (LKPD).

b.Melengkapi dan menyelesaikan
seluruh arsitektur BDAT sesuai
dengan framework EA kedalam
ORBUS iServer.

c.Piloting beberapa Pemda dalam
penyediaan informasi keuangan
pada level data transaksi.

2020:

a. Penetapan SIKD sebagai single
sonrce of truth data kenangan Pemda
(termasuk penetapan BAS)

b. Peningkatan kualitas belanja
Pemda

c. Program pendampingan SDM
pengelola keuangan daerah (Co-
location dan Training)

2021

a. Pengembangan SIKD (meliputi
penyelarasan dengan BAS dan
simplifikasi pelaporan)

b. Implementasi peningkatan kualitas
belanja Pemda

2022

Konsolidasi data keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah
melalui GES-SIKR]

Risiko

a. Resistensi Pemda terhadap perubahan kebijakan (BAS dan
penggunaan aplikasi SIKD)
b. Kualitas data dari Pemda bervariasi.

Unit Pengelola

a. Initiative Champion: Menteri & Wamenkeu

b. Initiative Owner: Dirjen Perimbangan Keuangan

¢. Anggota Tim:
1) Sekretaris DJPK
2) Dir. ESI, DJPK
3) Dir. DTU, DJPK
4) Dir. DTK, DJPK
5} Dir. KPT, DJPK
6) Dir. APK, DJPB

10) Dir. DSP, DJPB

11} Dir. PKP, DIP

12} Dir. DIP, DIP

13) Dir. DSF, DJA

14) Dir. HPP, DJA

15) Kare Hukum, Setjen

7) Dir. PKN, DJPB 16) Ka. Pusintek. Setjen
8) Dir. SITP, DJPB 17) Ses BFPK
9) Ka. Pusdiklat KNPK, BPPK 18) JF AKPD
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13. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Negara_ — Tema Perbendaharaan

Tujuan Inisiatif

daeral.

Mewujudkan terintegrasinya informasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta Business Intelligence Pemerintah untuk
mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang komprehensif, serta meningkatkan sinergi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah

Latar belakang

a. Hasil reviu BPK atas pelaksanaan
transparansi fiskal menyatakan perlunya
pemerintah menyajikan informasi fiskal
integrasi posisi fiskal nasional {gabungan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah),
sehingga fungsi pemerintah secara
keseluruhan dapat terlihat.

b. Rekomendasi DPR kepadaa pemerintah
melalui UU P2 APBN 2013 agar pemerintah
mengkonsolidasikan LKPP dan LKPD, serta
menyusun Laporan Statistik Keuangan
Pemerintah/ Govermmnent Finance Statistics
secara berkala.

¢. Pemanfaatan data keuangan Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah yang
terkonsolidasi dan statistik keuangan

Pendukung Kesuksesan

a. Koordinasi dan komibmen seluruh
stakeholder internal dan eksternal
Kementerian Keuangan untuk penyediaan
data/informasi kenangan Pemerintah Pusat
dan pemerintah daerah yang andal, lengkap
dan tepat waktu;

b. Tersedianya sistem informasi yang dapat
menyediakan data keuangan Pemerintah
Daerah pada level transaksi yang dapat
memenuhi kebutuhan penyusunan laporan
konsolidasian dan statistic keuangan
Pemerintah secara, lengkap, andal dan tepat
wakiu

Terobosan Output/Cutcomes

a, Id’e;nyelarasa: da‘n pe.m‘ljnaikuan struktur data keuangan Pemeii:;:ah Pusat dan pemerintalil t_‘tl:laeralh a. Penetapan SIKRI sebagai platform integrasi keuangan Pemerintah
p:l:;rganng 4 Sinergl dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, sampal Engan Pusat dan Pemefintah daerah (2020)

b. Tersedianya one source dals {data laporan keuangan dan data transaksi) Pemerintah Pusat dan b. I‘:enyedlaan data neraca keuangan pusat dan daerah untuk analisis
pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai Business Intelligence untuk mendukung flSk"fll (2021) . . ) )
perumusan kebijakan fiskal tingkat Nasional dan regional. ¢. Peningkatan kualitas sinergi pengelolaan keuangan melalui Laporan

c. Penyusunan konsolidasi data/informasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah pada Konsolidasi Pusat dan Daerah (2022)
level Bagan Akun Standar, level laporan keuangan, dan level transaksi melalui interkoneksi SPAN | d. Konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui
dan SIKD. GFS-5IKRI (2023)

d. Sinergi pengelolaan keuangan dan pemanfaatan informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda e. Penyediaan Business Intelligence Pemerintah (2024)

Milestones Risiko

2.2020 — B
Pengusulan SIKRI sebagai platform integrasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah | & Teqad]nyfﬂ PETUbﬁh?n lfebljakan dan/atau tertundanya peraturan yang
(termasuk penetapan & penyelarasan BAS Pemda dengan BAS Pusat) melandasi standardisasi pengelolaan keuangan daerah.

- Membentuk Tim Kerja Pengembangan SIKRI (antar K/L) b. Variasi Bagan Akun Standar, kebijakan akuntansi, kualitas, format, dan
- Penyusunan Rancangan Blueprint integrast informasi kenangan PemerintahPusat dan pemda kelengkapan data/informasi keuangan pemerintah daerah.
b.2021 - 2025 c. Tertundanya penyelesaian sistem informasi yang menyediakan

1.Penetapan SIKRI sebagai platform integrasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintal daerah
{termasuk penetapan & penyelarasan BAS Pemda denganBAS Pusat)
- Penetapan produk hukum platform SIKRI sebagai platform integrasi keuangan
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dan Blueprint - 2021
- Penyusunan dan Penetapan BAS Nasional (Konsolidasi) - 2022
2.Pengembangan SIKRI
- Pengembangan SIKRI tingkat laporan - 2021
- Konsolidasi data keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui GFS-SIKRI - 2022
- Pengembangan GFS-SIKRI terkait penyelarasan dengan BAS dan simplifikasi pelaporan - 2023
- Penyediaan Business Iutelligence Pemerintah - 2024
~Capacity building (SDM) terkait analisis data, teknologi dan infrastruktur pendukung - 2025
3.Peningkatan kualitas sinergi pengelolaan keuangan melaluj Lap. Konsolidasi Pusat dan Daerah
= Penyediaan data neraca keuangan pusat dan daerah untuk analisis fiskal - 2021
- Peningkatan kualitas sinergi pengelolaan keuangan melalui Laporan Konsolidasi Pusat dan
Daerah - 2022

data/informasi keuangan pemerintah daerah pada level transaksi.

Unit Pengelola

a

b.

C.

Initiative Champion: Menteri dan Wakil Menteri Keuangan

Initiative Owner: Pirektur Jenderal Perbendaharaan

Anggota Tim:

1) Staf Ahli Organisasi,
Birokrasi dan Teknologi

6) Kepala Pusintek, Sekretariat
Jenderal

Informasi 7) Dir. PA, DJPb
2) Dir. APK, DJPb 8) Dir. PKN DJPb
3} Dir. SITP, DJPb 9) Kepala PAPEN, BKF
4} Dir. SP, DJPb 10)Kepala PKEM, BKF

5) Dir. ESI, DJPK
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14. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran — Tema Penganggaran

Tujuan Inisiatif

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan kenangan negara

Latar belakang

Terobosan

Output/Outcomes

a. Masih terdapat siklus
perencanaan dan penganggaran
APBN yang dilakukan secara
manual, tidak efisien, dan tidak
terintegrasi,

b. Terdapat beberapa aplikasi dalam
proses pengelolaan keuangan
negara (KRISNA, RKA KL, SPAN
Custom Web, SAKTI, Satu DJA).

c. PP no 17/2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan
Nasional, pasal 34.

a. Restrukturisasi 12 program menjadi 5 program di Kemenkeu dan di K/L dan belanja TKDD untulk
menajamkan fokus program yang lebih koheren antar UE I dengan impact yang massif.

a.

Deviasi rumusan kinerja antara perencanaan dan
penganggaran dengan gap kurang dari 5% tahun 2023,

Pendukung Kesuksesan

a. Komitmen internal Kemenkenu

b. Integrasi antara perencanaan dan sistem anggaran untuk memastikan data dari sistem penganggaran b.  Pengurangan jumlah program secara nasim?al dengan
memberikan umpan balik ke sistem perencanaan dan sebaliknya rumusan nf)menk].atur yang I?blh mencern?mkan outcome
c. Memperkuat SAKTI sebagai sistem anggaran tunggal di Kemenkeu Jang dihasilkan (tidak i?erba§1s s-truktur unit organisas).
d P ) likasi untak ¢ lisasi c. Meningkatkan pencapaian kinerja aspek manfaat /I sebesar
) erampm‘gan apixast uniu pemal__l auan reaflsasi anggaran o o 10% dalam mendukung program prioritas nasional pada
e. Reformasi proses anggaran melalui pembentukan program tata kelola COA dan kementerian lintas lini tahun 2023 (dibanding sebelum implementasi redesain/2020)
dalam rangka meningkatkan proses peninjauan belanja
Milestones Risiko
a.2019: i
1) Desain integrasi planning dan budgeting a. Kurangnya kesiapan dan pemahaman K/L dalam proses
2) Peraturan penggunaan KPJM sebagai baseline penyusunan Renja K/L redesain dan proses penerapan SAKTI .
b. Perbedaan pandang atas simplifikasi struktur di Unit

3) Reviu atas aspek-aspek pelaksanaan revisi anggaran yang menjadi kewenangan K/L
4) Penguatan Monev atas Outcome Anggaran
5) Otomasi penyusunan KEM PPKF (BKF)
6) Melengkapi dan menyelesaikan seluruh arsitektur BDAT sesuai dengan framework EA kedalam
ORBUS iServer :
b. 2020

C.

Kemenkeu yang saat ini menangani revisi anggaran.
Ketidaksepakatan Bappenas dan KemenPAN-RB;

Unit Pengelola

b Cha.ngf? mt?nﬂgemflmt da1_1 1) Rancangan redesain sistemn penganggaran baru khususnya program belanja X/L dan TKDD. . {m.tz.att.tve Clianp on: Menteri & Wakil Mentert Ke.uangan
SOSla'115a51 yang intensif l.<e K/L %) Implementasi modul anggaran SAKTI untuk seluruh satker K/ L b, Initiative Owner: Direkéur Jenderal Anggaran, Direktur
¢. Kualitas SDM secara nasional . 3} Tersedianya data dalam SLDK (termasuk penggunaan SAKTI) untuk penyusunan KEM PPKF. Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Perimbangan
untuk mendukung implementasi 1) Perbaikan sistem monev kinerja anggaran melalui implementasi Single Budget Monitoring System Keuangan Kepala BKF
PBK (Perencanaan- sebagai Single Soitrce Of Truth untuk monitoring di internal Kemenkeu. ¢. Anggota Tim: )
Penganggaran, Pelaksanaan, dan | 5) Evaluasi mekanisme KPJM sebagai bahan penyusunan pagu indikatif. ;) glf inggar an E’g Eﬁ’gim g) glr f’f{r’ks A
Ig)dolr(lev) o Teknotont Cé‘%ogle.nyempurnaan arsitektur (EA) integrasi perencanaan dan penganggaran. 3; D:; AEEEZ::E B; ' Polhukam 12)) K;;als ;usaartmg:bij;kgagnamn
. Dukungan sistem Teknologi . : i
Informfsi dan Komunikasig yang 1) Desain dan imp‘lementasi sistem penganggaran baru (New Planning Based Budgeting) di Kemenkeu, 4 g?: giﬁtfﬁ?enganggaraa 11) EZ;I;;;II;“I\::&;BN’
terintegrasi K/L, dan bele}r\]a TKDD (DAK) o 5) Dir, Penyusunan APBN 12) Kepala Pusintek, Setjen
2) Implementasi SAKTI sebagai single application untuk perencanaan dan penganggaran, 6} Dir. Dana Transfer Khusus
3} Inteprasi sistem perencanaan dengan sistem lain di Kemenkeu (seperti SAKTI, SMART, dan OMSPAN). 7} Dir. Evaluasi & Sistem Informasi

B
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15. Optimalisasi Kebijakan Penganggaran Terkait Pengelolaan Program Pensiun — Tema Penganggaran

Tujuan Inisiatif

Program pensiun dan THT yang lebih efeltif dan efisien

Latar belakang

a. Potensi beban APBN yang tinggi dari skema pensiun
yang existing (pay as you go):
* Adanya keterbatasan anggaran
* Data menunjukkan belanja pensiun semakin

meningkat dari tahun ke tahun

* Pengelolaan iuran pensiun belum optimal

b. Berdasarkan perhitungan terakhir, total unfunded THT
mencapai Rp34 triliun

c. UU ASN mengindikasikan perlunya reformasi di bidang
pengelolaan program pensiun PNS

d. Amanat UU 12 Tahun 1980 yang memberikan ruang
adanya overlapping pemberian pensiun. Beberapa orang
mendapatkan pensiun dari jabatan berbeda.

e. Meningkainya life expectancy masyarakat Indonesia.

Pendukung Kesuksesan

a. RPP turunan UU ASN pengelolaan program pensiun;

b, Kesepahaman antara Kementerian Keuangan ,
Bappenas, Men-PAN RB, BKN dan KASN terkait skema
pengelolaan pensiun.

Terobosan Output/QOutcomes
a. Pengelolaan Program Pensiun ASN dengan skema yang

mendukung fiscal sustainability; a. Perbaikan dasar hukum 2018 2019 2020
b. Adanya kebijakan terkait lembaga pengelola, lembaga pendukung pengelolaan program

dan infrastruktur terkait pengelolaan skema pensiun yang baru pensiun PNS yang

{lembaga BUMN di bawah Kementerian Keuangan}; b. Perbaikan lembaga 13T
c. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang memayungi penyelenggara program 3

program pensiun PNS yang baru. pensiun Pegawai Negeri

. c. Peningkatan hasil
Milestones investasi akumulasi iuran 86T o
pensiun
a. 2017
1) Kajian mengenai perubahan skema pensiun PNS yang sesuai dan Risil
isiko

mendukung keberlangsungan fiskal

b. 2018-2020

1) Penentuan skema pensiun yang akan dilaksanakan

2) Penyusunan regulasi skema pensiun dan JHT yang baru

3) Penyusunan regulasi kelembagaan penyelenggara program
pensiun dan JHT yang baru

c. 2021

1} Penetapan regulasi program pensiun dan JHT yang baru.

2) Penetapan regulasi kelembagaan penyelenggara program pensiun
dan JHT yang baru.

3) Persiapan implementasi sistem dan operasional lembaga
penyelenggara program pensiun dan JHT yang baru

c. 2022

1} Implementasi sistem JP dan JHT PNS yang baru

a. Tingginya resistensi dari lembaga penyalur dana
pensiun saat ini (PT Taspen)

b. Adanya resistensi dari pejabat/pegawai yang
telah menikmati manfaat pensiun lebih dari satu
jabatan

Unit Pengelola

Initiative Champion: Direktur Jenderal Anggaran,
Sahli Kebijakan Regulasi Pasar Modal & Keuangan
Initative Owner: Dit. HPP, DJA

Tim: DJA, DJPB, BKF, DJPK, DJKN
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16. Pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE}

Tujuan Inisiatif

Memperbaiki performa logistik indonesia dan membantu kebutuhan entitas bisnis logistik yang transparan, cepat, serta berbiaya rendah.

Latar belakang

Terobosan

Output/Outcomes

a. Kinerja logistik Indonesia masih berada
diperingkat 5 {lingkup ASEAN).

b. Tingkat kemudahan berusaha (EQDB)
khususnya pada indikator Trading
Across Border (TAB) belum ada
peningkatan signifikan dalam 2 tahun
terakhir

c. Biaya logistik Indonesia masih tinggi
yaitu  sebesar 23,5% dari GDP
(2016/2017)

d. Proses Perizinan Impor Ekspor masih
membebani pelaku usaha. Contohnya
ketentuan Preshipment Inspection (PSI)
atau Laporan Surveyor (LS) dengan
biaya sebesar 365 juta USD (Rp. 51 T)
per tahun.

a.Pengembangan Sistem NLE

b, Penyusunan Transformasi Probis Logistik

c. Penyusunan regulasi dan aturan terkait NLE
d.Pendekatan intensif dan strakom yang tepat
e. Implementasi secara bertahap dan terukur

f. Pembentukan tim kerja lintas sektor (K/L dan private)

Milestones

a. Simplifikasi dan Integrasi probis terkait logistik
(menghilangkan repetisi dan duplikasi proses/kegiatan):
* Tersedianya sistem SSM  (Single Submissicn)
Pengangkutan
» Tersedianya sistem 5SM Perizinan
* Tersedianya sistem S55M Pabean-Karantina dan
berjalannya probis pemeriksaan bersama pabean-
karantina
b. Terkolaborasinya  sistem-sistem  logistik  nasional
(Pelayaran, Kepelabuhanan, Trucking, Warehousing)
c. Terkolaborasinya platform pembayaran dengan NLE.
d. Terciptanya sistemmn dan tata ruang kepelabuhanan yang
mendorong efisiensi proses bisnis logistik di pelabuhan

Risiko

Pendukung Kesuksesan

a. Kapasitas IT dan anggaran yang
memadai

b. Partisipasi dan
stakeholder

c. Penyelesaian integrasi probis dan
peraturan terkait

d. Keberhasilan Change Management

dukungan

a. 2020 (Tahap Awal):

1) Penyiapan blueprint (grand desain) NLE

2) Pembangunan sistem kolaborasi platform
logistik

3) Piloting Implementasi kolaborasi 3 entitas:
Pelayaran, kepelabuhanan, dan trucking

4) Pembangunan sistem kolaborasi platform
pembayaran.

5) Pembangunan sistem
(55m} Pabean-Karantina

single submission

b. 2021 -2022
(Tahap Lanjutan)

c. 2023-2024
(Tahap Akhir)

a. Hambatan koordinasi lintas sektor
b. Resistensi pelaku usaha
¢c. Ketersediaan anggaran dan SDM

Unit Pengelola

a.  Initintive Chanipion: Menteri Keuangan
b, Inilintive Owner: Dirjen Bea dan Cukai dan Ka. LNSW
¢, Anggota Tim:
* Dir. Teknis Kepabeanan, Dit. Informasi Kepabeanan
dan Cukai, Dit. PPS (DJBC)
*» Dir. Harmonisasi Probis, Dit Penjaminan Mutu
(LNSW)

4
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G. Penggunaan Piagam (Charter) IS RBTK

1. Piagam (Charter) dari masing-masing IS RBTK dijadikan acuan dalam
implementasi IS RBTK, baik pada Tema Penerimaan, Tema Penganggaran,
Tema Perbendaharaan, dan Tema Sentral.

2. Dengan diimplementasikannya 16 (enam belas) IS RBTK tersebut diharapkan
misi Kementerian Keuangan, yaitu:
a. mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima

serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;

menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;

mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;

d. memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan
produktif; dan

e. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan
Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi,

2

dapat dicapai untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik serta
Indonesia yang adil dan makmur.
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